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ABSTRAK:  Menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, disebutkan bahwa 

semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki ijin usaha yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 20 

Tahun 2004 tentang Pelaksanaan dan Biaya Administrasi Pengurusan Ijin Usaha Jasa 

Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa 

konstruksi saat ini sehingga perlu disesuaikan 

 UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.18 Tahun 1999; UU No.12 

Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.30 Tahun 2000; PP No.38 Tahun 2007; PP 

No.41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.04/PRT/M/2010; 

No.04/PRT/M/2011 

 Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum izin usaha jasa konstruksi; 

asas, maksud, dan tujuan; usaha jasa konstruksi; izin usaha jasa konstruksi (IUJK); 

hak dan kewajiban pemegang IUJK; laporan pertanggungjawaban Unit Kerja/Instansi 

yang memberikan IUJK; pemberdayaan dan pengawasan; sanksi administrasi; sistem 

insformasi; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; serta ketentuan penutup atas izin 

usaha jasa konstruksi. 

CATATAN:  Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2015. 

 Perda Kutai Kartanegara No.20 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 Peraturan Bupati 

 22 halaman 

Tutup 

 


